[ SALINAN ]

T

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2755);

3.Undang-Undang..................



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Menetapkan

dan
BUPATI BATANG HARI
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.Pemerintah Daerah...........
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11.

12.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Batang Hari.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya
disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara
dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta
menegakkan Peraturan Daerah.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol
PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.
Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang
memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Satuan Organisasi adalah Satuan Unit Kerja pada Satpol PP.

Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Unit Kerja pada Satpol
PP.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda,

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris

Daerah.

Bagian Kedua................



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol

PP mempunyai fungsi :

a.

(1)

penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan
Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat;

. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;

pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah

serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
dan

pelaksanaan tugas lainnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas :
a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c.Bidang.............



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan

2. Seksi Kerjasama.
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :

1. Seksi Pelatihan Dasar; dan

2. Seksi Teknis Fungsional
f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :

1. Seksi Satuan Linmas; dan

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Satuan
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Satuan
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.
Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok
dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan
Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.



BAB IV
ESELON

Pasal 6
Susunan Eselon pada Satpol PP terdiri dari :
a. Kepala Satuan adalah Jabatan Struktural eselon II.b
b. Sekretaris adalah Jabatan Struktural eselon Ill.b
c. KepalaBidang adalah Jabatan Struktural eselon III.b
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural eselon IV.a

BAB V
TATA KERJA
Pasal 7
Kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan dan Pejabat Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara
vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar

unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9
Kepala Satuan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
Kepala Satuan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya.

Pasal 11
(1) Kepala Satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala

tepat pada waktunya.

(2)Dalam................



(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk

kepada bawahan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 12
Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada Satpol PP diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satpol PP

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Pasal 2 ayat (1) huruf j,
Pasal 6 ayat (1) huruf j, ayat (2) huruf j dan Lampiran X Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Hari Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku

Pasal 15......ccceeuua..



Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang

Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 27 Pebruari 2013

BUPATI BATANG HARI

ttd
A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 27 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd
ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2013 NOMOR : 4
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

UMUM.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan
masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah,
maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif
merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk
menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi yang strategis dalam
membantu Bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram,
tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat
berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
aman.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu
dibentuk kelembagaan yang mampu mewujudkan kondisi daerah yang
tentram dan tertib.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong
Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, maka organisasi Satuan Polisi Pamong Praja pada
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu

perlu ditinjau kembali.
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Berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal-hal tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kepala
Satuan
| Sekretariat
Kelompok Jabatan | |
Fungsional Umum Subbagian Subbagian Subbagian
Program Keuangan Umum dan
Kepegawai
Bidang Bidang Bidang Bidang
Penegakan Ketertiban Sumber Daya Perlindungan
Perundang- Umum dan Aparatur Masyarakat
undangan Ketentraman
Daerah Masyarakat
] ] ] 1
Seksi Seksi Seksi Seksi
. | Pembinaan, . | Operasi dan . | Pelatihan L Satuan
Pengawasan Pengendalian Dasar Linmas
dan
Penyuluhan
Seksi Seksi Seksi
Penyelidikan L | Seksi L] Teknis | | Bina Potensi
dan Penyidikan Kerjasama Fungsional Masyarakat

Unit Pelaksana Satpol PP
di Kecamatan

BUPATI BATANG HARI
ttd

A. FATTAH



